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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

  Konteks dunia persaingan usaha tak lepas dari fakta bahwa kerja sama antar 

perusahaan dengan bentuk akuisisi dan merger akan selalu jadi pilihan bagi pelaku usaha. 

Menurut laporan konsultan firma global Price waterhouse Coopers (PwC), pada tahun 

2021 merupakan suatu pencapaian tertinggi bagi kegiatan korporasi yang berupa 

penggabungan usaha (merger) dan akuisisi (acquisition) pada tingkat global, baik dilihat 

dari nilai maupun volume transaksinya. Tercatat jumlah kesepakatan dalam transaksi 

merger dan akuisisi yang telah diumumkan ke publik mencapai 62.000 secara global pada 

tahun 2021, merupakan sebuah kenaikan level sebesar 24% dimana hal tersebut belum 

pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.1 Di Indonesia sendiri menurut data Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengalami peningkatan cukup signifikan pada tren 

merger dan akuisisi yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Jumlah notifikasi merger dan akuisisi 

sebanyak 196 pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 dengan jumlah 

notifikasi sebanyak 123 notifikasi. Kemudian terjadi peningkatan lagi pada tahun 2021 

sebanyak 233 notifikasi.  

 Secara umum, banyak negara yang kecenderungan menganut pasar bebas, dimana 

para pelaku bisnis memiliki kebebasan untuk  dapat memenuhi berbagai kebutuhan para 

konsumennya dengan menyediakan ragam produk yang efisien. Namun, Kebebasan pasar 

dalam sistem yang anut ini terkadang menyebabkan para pelaku bisnis bersekongkol 

 
 1 Binoto Nadapdap. Hukum Acara Persaingan Usaha. Jakarta: Jala Permata Aksara, Cet. Ke1 



      
 

 

menciptakan sebuah struktur pasar yang bersifat monopoli dan oligopoli. Dalam perkara 

seperti inilah, adanya peran pemerintah menjadi sangat penting untuk menjadi penengah 

serta pengatur. Dengan kata lain, adanya hukum persaingan usaha sangatlah diperlukan 

sebagai pihak netral (tanpa berpihak ke satu sisi)  antara ekonomi pasar bebas serta peran 

pemerintah dalam dunia ekonomi.2 

 Hukum memiliki berbagai peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan 

masyarakat dengan segala faktornya, baik dalam aspek sosial, hiruk pikuk politik, budaya, 

bahkan perihal ekonomi sekalipun. Namun, dalam konteks ekonomi inilah Hukum menjadi 

sangat dibutuhkan, sebab sumber daya ekonomi yang persediannya terbatas di satu sisi, 

sedangkan permintaan dan kebutuhan konsumen akan sumber daya tersebut tidak terbatas. 

Dalam konteks bidang ekonomi tujuan utama dari adanya hukum adalah agar dapat 

mencegah timbulnya konflik diantara anggota masyarakat dalam persaingan serta 

mengatur tentang kebijakan perusahan atau para produsen agar tetap pada misi 

mensejahkan negara dan masyarakat luas bukan hanya dalam hal mencari keuntungan 

belaka.3 

 Pemerintah dalam hal ini juga turut campur tangan dalam aspek ekonomi dengan 

tetap berpedoman yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia yaitu pada pasal 33 ayat (4) telah disebutkan bahwa perekonomian 

nasional harus tetap berdasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dengan berpegang pada 

prinsip-prinsip kesetaraan, efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan serta menjaga 

keseimbangan persatuan dan kemajuan pada perekonomian nasional. Pada umumnya 

 
  2 Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Rajaawali Pers, 2012) Hlm 3 

  3 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Praktik Serta 

Penerapan Hukumnya, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1-2 



      
 

 

keberadaan pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda–

beda. Ada pemerintah yang mengatur perekonomian secara ketat atau intensif ada juga 

pemerintah yang membatasi diri hanya sebagai pendukung saja dalam perekonomian. 

Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah membantu perkembangan 

perekonomian secara umum, mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, membantu 

kelompok ekonomi lemah dan sebagai penyeimbang pergerakan roda perekonomian 

negara. 

 Tidak sehatnya persaingan usaha merupakan tindakan yang dengan tujuan 

menghambat serta menghalang-halangi adanya persaingan antar pelaku bisnis dalam pasar. 

Perilaku seperti ini biasanya dilakukan oleh para pelaku bisnis dengan tujuan utama yaitu 

menguasai pasar, dengan menggunakan cara-cara yang tidak fair atau tidak etis seperti 

membatasi atau bahkan mengeliminasi pesaingnya.4 Oleh karena itu, dalam mengantisipasi 

adanya dampak negative dari kegiatan tersebut yang juga dapat muncul akibat tindakan 

akuisisi perusahaan, pemerintah telah  mengeluarkan peraturan pemerintah No.57 tahun 

2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 

Perusahaan. Praturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam 

Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

 Monopoli merupakan komponen utama yang dapat mengakibatkan konsentrasi 

keuntungan berada di tangan sekelompok kecil orang, yang sebagai imbasnya dapat 

menciptakan ketidaksetaaraan ekonomi dan social atau kesenjangan ekonomi dalam 

 
  4 Muhammad Taufik dan Suhasril, Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat Di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia. 2010),Hlm:52 



      
 

 

masyarakat. Mendapatkan keuntungan dari suatu usaha yang diakukan itu merupakan 

sesuatu hal yang sah, namun ketika kebebasan tersebut digunakan untuk melakukan 

monopoli dan berusaha menarik semua keuntungan untuk pribadi tentu saja hal tersebut 

akan merugikan pelaku bisnis lainnya, maka dari itu peran pemerintah untuk campur 

tangan dalam menangani dan mengoreksi tindakan-tindakan mau menang sendiri yang 

dilakukan oleh oknum-oknum licik. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang terus 

berkembang seiring berjalannya waktu dan tren globalisasi, terus muncul beragam 

tantangan baru yang harus dihadapi dalam dunia usaha.  

 Dalam kegiatan pengendalian pasar begitu erat kaitannya dengan memiliki 

dominasi serta kekuatan yang signifikan dalam pasar. Adanya dominasi pasar ini akan sulit 

diraih jika pelaku usaha, baik individu maupun secara kelompok, tidak memiliki posisi 

yang kuat atau berpengaruh dalam pasar tersebut.5 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), kata monopoli didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana setidaknya sepertiga 

dari pasokan barang-barang dagangan tertentu (dalam pasar lokal) dikuasai oleh individua 

tau kelompok yang dimana mereka dapat mengendalikan harga suatu barang secara masif.6 

 Persaingan yang tidak sehat merujuk pada tindakan yang bertujuan menghalang-

halangi atau mencegah suatu persaingan yang adil. Tindakan semacam ini sering 

dipergunakan oleh para pelaku bisnis yang ingin mencapai suatu keduduksn memonopoli 

dengan cara-cara yang tidak adil, seperti halnya mencegah calon pesaing atau 

mengeluarkan pesaing mereka dengan cara yang tidak wajar. Beberapa pelaku bisnis 

 
  5 Irwan Sugiarto, "Perspektif Ilmu Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga, Jurnal 

Wawasan Hukum Volume 33 Nomor 2 (September Tahun 2015), hlm. 154 

  6 Hermansyah, Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2008), Hlm: 3 



      
 

 

mungkin dalam melihat suatu persaingan sebagai sesuatu yang negative dan mengancam 

juga kurang menguntungkan, karena dalam suatu persaingan memiliki elemen-elemen 

yang harus para pelaku bisnis pertahankan atau merebutnya dari para pesaing, seperti 

pangsa pasar, harga, konsumen dan lainnya. Apabila terdapat banyak pelaku bisnis dalam 

sebuah persaingan, maka keuntungan bagi masing-masing tidaklah besar atau bahkan 

berkurang.7 Hadirnya perilaku persaingan yang tidak sehat ini telah mendorong pemerintah 

Indonesia untuk membentuk suatu alat hukum yang dapat memberi suatu kepastian hukum 

ketika suatu hari terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Pada 5 Maret 1999 yaitu dimana 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh pemerintah Indonesia 

mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai langkah 

pasti dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. 

 Asas dan tujuan utama yang mendasari pembentukan UU No.5 Tahun 1999 

tercermin di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang didalamnya berisi tujuan untuk mendukung 

terwujudnya suatu sistem prekonomian Indonesia yang berdasar pada prinsip demokrasi 

ekonomi, juga sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945. 

Tujuan lainnya dibentuk peraturan tersebut yaitu untuk menjamin adanya persaingan usaha 

yang bebas dan adil, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang juga terlibat dalam kegiatan usaha tersebut serta menciptakan 

perekonomian yang efisien.8 

 Selain berdasarkan pendekatan Undang-Undang, dalam mengatasi permasalahan 

dalam persaingan usaha, maka didirikanlah sebuah Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

 
  7 Mohammad Taufik Makarao, dan Suharsil, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 52 

 8 Buku teks hukum persaingan usaha, komisi pengawas persaingan usaha, 2014. Hlm: 35 



      
 

 

(KPPU), yaitu salah satu lembaga Negara bentukan pemerintah berdasar pada Keputusan 

Presiden No. 75/1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan mandat yang 

diberikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU yang bertindak sebagai salah satu lembaga penegak 

hukum memiliki kewajiban dan tugas-tugas kompleks dalam mengawasi adanya praktik 

persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan para pelaku bisnis. Hal tersebut diakibatkan 

pertumbuhan besar-besaran dari aktivitas bisnis di berbagai sektor dengan penggunaan 

strategi-strategi yang beragam untuk dapat memenangkan persaingan.9 Kewenangan yang 

dimiliki KPPU dalam seluruh proses pemeriksaan hingga menerbitkan putusan. Oleh 

karena itu, eksistensi KPPU dihormati oleh para pelaku bisnis. KPPU merupakan suatu 

komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menjalankan dengan baik tugasnya dalam 

memberikan layanan yang baik kepada masyarakat (public service).10 

  Berdasar pada Pasal 1 angka 18 UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU adalah sebuah 

Lembaga atau komisi yang dibentuk untuk mengawasi aktifitas para pelaku usaha dan 

memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktek monopoli ataupun tindakan 

persaingan usaha tidak sehat lainnya. KPPU telah dianggap sebagai suatu lemmbaga yang 

memiliki kapabilitas dan juga keahlian yang diperlukan dalam menangani isu-isu yang 

berkaitan dengan kegiatan persaingan usaha, sehingga KPPU dianggap mampu untuk 

mengatasi permasalahan yang ada dengan cepat dan efisien.11 Selain tugas KPPU dalam 

mengawasi adanya perilaku monopoli dan pendominasian pasar yang signifikan, KPPU 

 
 9 Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan 

Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum," PJIH: Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 

Volume 3 Nomor 1 (Tahun 2016), Hlm. 117. 

 10 Isis Ikhwansyah, Hukum Persaingan Usaha Dalam Implementasi Teori dan Praktik (Bandung: 

UNPAD PRESS, 2010), hlm. 12 

  11 Asikin zainal, Pengantar Hukum Perusahaan (Jakarta: Prenada Media Group,2016) Hlm 118 



      
 

 

juga memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan pada tindakan korporasi 

contohnya merger, akuisisi dan peleburan. Oleh sebab itu, wewenang KPPU mencakup di 

berbagai bidang termasuk eksekutif, yudikatif, legislatif serta konsultatif.12 

  Secara prinsip, KPPU adalah suatu Lembaga pengawas pelaksana Undang-Undang 

dan bukan sebuah lembaga penegak hukum dalam konteks pidana seperti polisi, jaksa atau 

hakim yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan paksa untuk membawa 

tersangka ke persidangan. Namun, dalam beberapa situasi, ketentuan yang terdapat dalam 

Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, didalamnya mengatur kewenangan sebagai penyelidik dan 

melaksanakan penyelidikan merupakan wilayah aspek hukum pidana. Oleh karena itu 

seringkali pasal ini menjadi asas bagi KPPU itu sendiri dalam melakukan pencarian serta 

mengumpulkan bukti-bukti apakah pelaku usaha itu telah melanggar atau tidak UU No.5 

Tahun 1999 tersebut.13 

   KPPU menerapkan kewajiban bagi para pelaku bisnis untuk melakukan notifikasi 

apabila mereka telah melakukan tindakan merger dan atau akuisisi, aturan tersebut mulai 

berlaku sejak disahkannya Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010. Selain melakukan 

kewajiban notifikasi setelah kegiatan merger atau akuisisi dilakukan (post notification), 

dalam peraturan tersebut juga memberikan fasilitas kepada pelaku bisnis untuk 

memberikan notifikasi sebelum dilakukannya transaksi tersebut (Pre notification) atau 

konsultasi yang sifatnya sukarela. Kewajiban notifikasi setelah transaksi dapat 

memungkinkan KPPU untuk memerintahkan pembatalan apabila setelah dilakukan 

penyelidikan bahwa transaksi tersebut secara pasti dianggap telah melanggar prinsip anti 

 
  12 Kagramanto, Budi L, Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU, Jurnal Ilmu Hukum 

Yustisia, 2007 
  13 Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana, Ibid., hlm. 118.  



      
 

 

persaingan usaha tidak sehat. Namun, sangat disayangkan dalam praktiknya masih banyak 

pelaku usaha yang mangkir dari aturan wajib lapor ini, juga kurangnya sosialisasi kepada 

para perusahaan dan pelaku bisnis yang mengakibatkan terjadi pelanggaran dan 

pengulangan pelanggaran oleh pelaku usaha lain. Peanggaran tersebut yaitu terlambatnya 

melakukan notifikasi bahkan beberapa perusahan tidak melakukan notifikasi sama sekali 

hingga KPPU menyelidiki secara langsung dan pelaku usaha tersebut di anggap telah 

melanggar.  

  Terbentuknya Undang–Undang Persaingan Usaha yang kemudian  melahirkan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai salah satu amanat Undang – Undang 

Persaingan Usaha. Dalam konteks sistem ketatanegaraan, KPPU adalah lembaga negara 

komplementer (state auxiliary organ).14 KPPU juga mempunyai wewenang berdasarkan 

pada Undang – Undang Persaingan Usaha, dengan kata lain, KPPU adalah sebuah 

Lembaga independent semu negara yang dibentuk di liuar kerangka konstitusi dan 

memiliki peran yang sangat krusial dalam membantu pelaksanaan tugas Lembaga negara 

utama. State auxiliary organ seperti KPPU memiliki peran yang penting dalam negara-

negara yang sedang mengalami transisi dari otoriterisme menuju demokrasi, sebab dapat 

membantu memastikan adanya responsifitas dalam pemerintahan.15  

  Pembentukan lembaga independen seperti KPPU mempunyai peranan penting 

dalam menjaga integritas pasar dan keadilan dalam persaingan usaha. KPPU diberi 

tanggung jawab yang luas sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Tanggung jawab tersebut 

 
  14 Budi L. Kagramanto, Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU, Jurnal Ilmu Hukum 

Yustisia, Vol, No, 2007, hlm. 2. 
  15 Jimly Asshidiqie dalam Andi Fami Lubis, dkk, 2009, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan 

Konteks, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 312. 



      
 

 

antara lain menerima laporan adanya pelanggaran dari masyarakat atau pelaku bisnis 

terkait adanya dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam 

menangani laporan tersebut, KPPU melakukan penelitian dan evaluasi terhadap kegiatan 

usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan suatu pelanggaran hukum. 

Sesuai dengan yang diatur Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berwenang mengambil 

tindakan sebagaimana mestinya. Selain itu, KPPU juga bertugas memberi masukan serta 

pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terkait praktik monopoli atau persaingan 

usaha tidak sehat. 

  KPPU juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerjanya secara berkala 

kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu kewenangan utamanya 

adalah kemampuan memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar 

peraturan yang ada. KPPU adalah  lembaga publik yang berperan sebagai pengawas dan 

pelaksana UU No. 5 Tahun 1999, serta berperan sebagai mediator independen dalam 

menyelesaikan kasus terkait larangan praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam 

kapasitasnya sebagai lembaga independen, KPPU beroperasi tanpa campur tangan 

pemerintah atau pihak lain. Selain itu, KPPU juga mempunyai peran ganda dalam 

menciptakan ketertiban persaingan usaha dan menjaga iklim persaingan usaha yang tetap 

kondusif. Namun perlu diketahui bahwa meskipun KPPU mempunyai peran dalam 

penegakan hukum khususnya persaingan usaha, namun lembaga ini tidak berwenang 

menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata, melainkan hanya berwenang menjatuhkan 

sanksi administratif sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.16  

 
 16 Ibid, hlm. 313. 



      
 

 

  Dalam Pasal 28 serta Pasal  29 UU No. 5 Tahun 1999 terdapat ketentuan terkait 

akuisisi saham oleh perusahaan atau pelaku usaha. Dalam peraturan tersebut, dilarang 

pelaku bisnis maupun perusahaan melakukan pengambialihan saham jika dapat mengarah 

kepada praktik monopoli juga persaingan tidak sehat. Selain itu, setelah berhasil 

melakukan pengambilalihan, maka perusahaan atau pelaku usaha wajib memberikan 

pemberitahuan  kepada KPPU apabila pengambilalihan tersebut mengakibatkan 

bertambahnya nilai kekayaan dan/atau nilai penjualan perusahaan mencapai Rp. 

2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) atau apabila nilai penjualan 

mencapai Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Kewajiban menyampaikan 

pemberitahuan ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak 

tanggal perolehan yang sah.  

  Namun, pada kenyataannya banyak kasus pelaku usaha terlambat bahkan tidak 

melakukan notifikasi kepada KPPU dengan alasan berbeda penafsiran mengenai ketentuan 

tanggal berlaku efektif untuk dilakukannya notifikasi tersebut. Apabila pelaku usaha 

(perusahaan) terlambat atau tidak melaksanakan notifikasi tersebut kepada KPPU atas 

tindakan pengambilalihan saham yang telah dilakukan maka dapat menyebabkan dugaan 

adanya pelanggaran. KPPU kemudian akan melakukan tindakan penyelidikan dan 

pemeriksaan lebih lanjut akibat adanya laporan tersebut. Apabila dari dugaan tersebut 

perusahaan benar-benar telah melakukan pelanggaran yaitu praktik monopoli dan 

persaingan bisnis tidak sehat maka KPPU dapat membatalkan akuisisi tersebut sebagai 

akibat hukumnya, sebagaimana tercantum pada Pasal 47 ayat (2) huruf e UU No. 5 Tahun 

1999. Kendati benar  tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan akibat akuisisi 



      
 

 

tersebut, maka akibat hukumnya KPPU akan menjatuhkan sanksi berupa sanksi 

administratif berupa denda.  

  Kasus yang berkaitan dengan keterlambatan notifikasi oleh perusahaan beserta 

alasan berbeda penafsiran mengenai kewajiban notifikasi yaitu kasus PT. Citra Prima Sejati 

yang Mengakuisisi PT Mitra Bisnis Harvest. Keterlambatan notifikasi oleh PT Citra Prima 

Sejati tersebut membuat KPPU menduga adanya tindakan yang mengarah kepada praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. PT Citra Prima Sejati  diduga telah melanggar 

ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 5 PP No. 57/2010, dengan dugaan  keterlambatan dalam 

melakukan notifikasi setelah akuisisi saham PT Mitra Bisnis Harvest.  

  PT Citra Prima Sejati melakukan akuisisi sebanyak 320.202 (Tiga Ratus Dua Puluh 

Ribu Dua Ratus Dua) saham yang setara dengan 99,96% saham milik PT Mitra Bisnis 

Harvest, pada Tanggal 28 November 2013. Melalui tindakan tersebut menyebabkan 

terjadinya perubahan struktur pada pemegang saham PT Mitra Bisnis Harvest. Latar 

belakang akuisisi tersebut adalah untuk mengkonversi hutang yang dimiliki oleh PT Mitra 

Bisnis Harvest. Sebagai perusahaan investasi PT Citra Prima Sejati menilai PT Mitra Bisnis 

Harvest memiliki peluang usaha yang besar, disebabkan karena PT Mitra Bisnis Harvest 

juga memiliki izin usaha dibidang pertambangan di Sumatera Selatan.17 Nilai transaksi 

pembelian saham tersebut adalah sebesar Rp. 320.202.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh 

Miliar Dua Ratus Dua Juta Rupiah).  

 
  17 Berita Acara Penyelidikan PT Citra Prima Sejati Tanggal 26 April 2019 



      
 

 

  Setelah melakukan akuisisi pada tanggal 28 november 2013 yang menyebabkan 

perubahan pengendali pada PT Mitra Bisnis Harvest sehingga telah wajib untuk meakukan 

notifikasi kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal notifikasi saham 

tersebut diterima oleh KemenkumHAM. Berdasar pada bukti yang ada, terungkap adanya 

pemberitahuan perubahan pada anggaran dasar PT Mitra Bisnis Harvest dan telah terdaftar 

dalam akta notaris di lokasi hukum perusahaan yaitu Jakarta Utara, telah melakukan 

pemberitahuan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM di tanggal 24 

Desember 2013. Dengan demikian secara yuridis hasil akuisisi saham PT Mitra Bisnis 

Harvest yang dilakukan oleh PT Citra Prima Sejati adalah di tanggal 24 Desember 2013 

dan wajib melaporkan kegiatan tersebut paling lambat selama 30 hari kerja sejak tanggal 

efektif secara hukum. Dalil terlambatnya melakukan notifikasi yang disampaikan oleh PT 

Citra Prima Sejati dikarenakan adanya perbedaan penafsiran mengenai aturan dalam Pasal 

29 UU No. 5/1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010 khususnya pada klausul mengenai batasan 

nilai tertentu yang dalam ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah 57/2010.  

  Berdasar penafsiran PT Citra Prima Sejati, mereka mengklaim bahwa ketentuan 

dalam Pasal tersebut hanyalah berlaku untuk badan usaha yang memiliki nilai asset juga 

nilai penjualannya belum mencapai nilai tertentu sebelum dilakukan akuisisi. Oleh karena 

itu, PT Citra Prima Sejati berpendapat bahwa mereka tidak diwajibkan untuk memberikan 

notifikasi kepada KPPU, dan mereka juga menegasakan bahwa tindakan mereka murni 

bukan kesengajaan untuk melanggar Pasal 29 UU 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP 57/2010 

tersebut. 

  Dalam putusannnya KPPU memberikan sanksi berupa denda administrasi sebesar 

Rp.10.330.000.000. dengan keterlambatan notifikasi selama 1.220 (Seribu Dua Ratus Dua 



      
 

 

Puluh) hari atau 5 (Lima) Tahun 2 (Dua) Bulan 14 (Empat Belas) Hari atau secara yuridis 

telah terlambat selama lebih dari 25 (Dua Puluh Lima) Hari dalam putusan KPPU Nomor 

02/KPPU-M/2019.  Atas putusan KPPU tersebut PT Citra Prima Sejati mengajukan 

keberatan atas putusan denda oleh KPPU tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan.  

  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperkuat putusan KPPU untuk kemudian 

menetapkan sanksi administrasi berupa denda kepada PT Citra Prima Sejati, melalui 

Putusan Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel. beserta anak usaha dari PT Bumi 

Resources Tbk yang kemudian meminta kasasi ke tingkat Mahkamah Agung, namun dalam 

putusannya Mahkamah Agung tidak menerima permintaan kasasi dari pemohon kasasi 

yaitu PT Citra Prima Sejati. Namun, menghukum PT Citra Prima Sejati untuk kemudian 

membayar denda administrasi yang telah ditetapkan sebesar Rp.10.330.000.000,00 

(Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) karena terbukti melakukan 

pelanggaran pada Pasal 29 UU no. 5/1999 Terkait Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

  Berdasarkan pada kasus tersebut, permasalahan yang timbul yaitu ketentuan terkait 

dengan pemenuhan unsur Batasan nilai yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU 

No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010. Mengenai perbedaan sanksi administrasi berupa denda 

yang KPPU berikan kepada perusahaan atau pelaku bisnis yang terlambat notifikasi 

aktifitas pengambilalihannya. Serta pertimbangan apa saja yang dilakukan KPPU saat 

menetapkan denda yang sangat besar kepada PT Citra Prima Sejati dikarenakan tidak 

berlebihan apabila dikatakan bahwa jumlah besaran sanksi yang diterimanya merupakan 



      
 

 

hukuman terberat dan tertinggi sepanjang sejarah praktek penegakan hukum terhadap 

tindakan yang melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010 di Indonesia. 

  Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji lebih 

dalam permasalahan yang dilakukan oleh PT Citra Prima Sejati dengan menganalisis 

Putusan KPPU No.02/KPPU-M/2019. Jo. Pengadilan Negeri No.897/Pdt.Sus-

KPPU/2019/Pn.Jkt.Sel. Jo. Kasasi No.650.K/Pdt.Sus.KPPU/2020, serta bagimana peran 

KPPU dalam memastikan pemberian sanksi yang adil dan sesuai dengan regulasi yang 

berlaku, yang berjudul “KEWENANGAN KPPU DALAM MENETAPKAN SANKSI 

ATAS PELANGGARAN KETERLAMBATAN NOTIFIKASI SAHAM 

BERDASARKAN PERKARA NOMOR 02/KPPU-M/2019”. 

A. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasar pada latar belakang dan kasus yang telah disebutkan diatas, adapun rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Apa saja dasar pertimbangan majelis KPPU dalam memberikan sanksi adminisrasi berupa 

denda kepada pelaku pelanggaran keterlambatan notifikasi saham pada (putusan nomor 

02/KPPU-M/2019)? 

2. Apakah kewenangan KPPU dalam menetapkan sanksi denda pada perkara nomor 02/KPPU-

M/2019 telah melampaui batas kemampuan bayar perusahaan yang melanggar? 

 

B. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 



      
 

 

a. Untuk dapat mengetahui serta menganalisis dasar pertimbangan Majelis KPPU dalam 

menjatuhkan sanksi adminisrasi berupa denda kepada pelaku pelanggaran keterlambatan 

notifikasi saham pada Putusan Nomor 02/KPPU-M/2019. 

b.  Untuk mengetahui dan menganalisis  kewenangan KPPU dalam menetapkan sanksi denda 

pada Perkara Nomor 02/KPPU-M/2019 telah melampaui batas kemampuan bayar 

perusahaan yang melanggar atau tidak. 

C. MANFAAT PENELITIAN  

  Dalam penelitan ini terdapat manfaat penelitian yang dapat diuraikan menjadi dua 

bagian, yaitu manfaat secara teoritis juga manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis  

 Penelitian ini harapannya dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan 

pemikiraan  dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan pengambilalihan saham 

(akuisisi) dalam kajian hukum perdata terkhusus pada hukum persaingan usaha dalam 

rangka penyempurnaan proses penerapan kebijakan hukum mengenai kasus yang 

belakangan ini sering terjadi yakni keterlambatan pelaku usaha dalam melakukan notifikasi 

akuisisi saham. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi penulis, penelitian ini haarapannya dapat mengembangkan serta 

memperluas kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, serta dengan 

melakukan penelitian ini penulis dapat memenuhi persayaratan dalam meraih gelar 

Sarjana Hukum. 

b. Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran bagi para pelaku usaha (perusahaan) agar menaati ketentuan-ketentuan 



      
 

 

yang berlaku dalam dunia persaingan usaha di Indonesia. Senantiasa dapat 

mengembangkan bisnisnya sesuai denga aturan hukum yang berlaku serta dapat 

memberikan nilai-nilai positif bagi pihak terkait. 

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

  Adapun batas dalam penelitian ini yaitu hanya mengenai kewenangan KPPU yang 

merupakan Lembaga independen yang memiliki wewenang dalam menjaga serta 

melakukan pengawasanterhadap berjalannya persaingan usaha di Indonesia, ketentuan 

terkait dengan pemenuhan unsur Batasan nilai yang sebagaimana telah ditetapkan dalam 

pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010 serta aturan turunannya. Adapun yang 

menjadi ruang lingkup penelitian ini yaitu bagaimana Pertimbangan KPPU dalam 

menetapkan denda sehingga adanya perbedaan jumlah denda dalam memberikan sanksi 

administrasi yang KPPU berikan pada putusannya terhadap perusahaan atau pelaku bisnis 

yang terlambat notifikasi, sehingga banyaknya pelaku usaha yang keberatan dengan 

nominal denda yang telah di tetapkan dalam putusannya. 

 

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

  Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang 

merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan 

kepustakaan (buku, jurnal,artikel, skripsi dan lainnya) atau hanya menggunakan data 

sekunder.18 Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan seperti: konsep-

 
 18 Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmujji, Penelitian Hukum Normative, Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta, 

Raja Gerafindo 2003), Hlm.13 



      
 

 

konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta peratuan hukum yang berhubungan dengan 

pokok bahasan. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan beberapa pendekatan atau skema penelitian, yaitu: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)  

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua Undang-

Undang beserta regulasinya yang memiliki sangkut paut dengan kasus hukum 

yang sedang diteliti.19 Pendekatan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. 

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Merupakan pendekatan yang beranjak dari pemikiran-pemikiran serta doktrin 

yang masih tetap berlaku hingga kini dalam ilmu hukum, yang digunakan agar 

kemudian memperoleh ide-ide yang menghasilkan pengertian, struktur, dan daasar 

hukum yang relevan, sebagai patokan dalam membuat suatu argumentasi hukum 

untuk dapat menghasilkan pemecahan masalah hukum yang sedag diteliti.20 

Pendekatan tersebut dimaksudkan agar dapat membuat pertimbangan-

 
 19 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), Hlm. 58 

 20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013), Hlm. 135.. 



      
 

 

pertimbangan untuk dapat merumuskan materi muatan hukum yang bisa dijadikan 

intisari dalam suatu penelitian. 

c.  Pendekatan pada Kasus (Case Approach) 

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan langkah-langkah seperti menelaah 

kasus-kasus yang telah mendapat putusan tetap dari pengadilan.21Dalam 

menggunakan pendekatan pada kasus salah satu hal yang harus diperhatikan yaitu 

Ratio Decidendi, yang merupakan dasar-dasar hukum yang digunakan para hakim 

untuk sampai kepada keputusannya.22 Pendekatan ini mengacu kepada Putusan 

Nomor 02/KPPU-M/2019.Jo. Pengadilan Negeri No.897/Pdt.Sus-

KPPU/2019/Pn.Jkt.Sel. Jo. Kasasi No.650.K/Pdt.Sus.KPPU/2020. 

 

3. Sumber Bahan Hukum 

 Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan 3 bahan hukum yaitu : 

1. Bahan Hukum Primer  

Merupakan suatu bahan hukum denga otoritas atau bersifat autoratif yang 

dimilikinya. Di dalamnya memiliki catatan-catatan asli atau risalah ketika 

dilakukan pembentukan suatu undang-undang, perundang-undangan serta putusan 

tetap hakim (yurisprudensi). 23Sumber hukum primer yang digunakan yaitu: 

1) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Peersaingan 

Usaha Tidak Sehat; 

 
 21 Ibid. Hlm, 130 

 22 Ibid. Hlm, 158. 

 23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, cet-IV 2010), Hlm.35 



      
 

 

2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang PT (Perseroan Terbatas) 

3) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau 

Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang 

Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat; 

4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 2 Tahun 2011 

Tentang Tata Cara Pengenaan Denda Keterlambatan Penyampaian 

Pemberitahuan (Notifikasi) Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan; 

5) Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-M/2019.Jo. Pengadilan Negeri 

No.897/Pdt.Sus-KPPU/2019/Pn.Jkt.Sel. Jo. Kasasi 

No.650.K/Pdt.Sus.KPPU/2020. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semua publikasi mengenai hukum yang 

bukan merupakan berkas resmi, seperti kamus hukum, buku, jurnal , serta putusan-

putusan pengadilan yang bersifat tetap.24 

3. Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan penelitian yang sifatnya dapat menunjang aspek hukum primer 

dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan 

informasi ataupun berita  dari internet yang relevan dengan penelitian. 

 

 
 24 Ibid, Hlm. 181  



      
 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

  Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini melalui studi pustaka 

(library reseach) merupakan upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur 

kepustakaan seperti membaca dan mencermati bahan hukum primer dan sekunder yang 

relevan dengan penelitian ini.  

 

5. Analisis Bahan Hukum 

  Teknik analisis pada penelitian ini diolah secara preskriptif dengan analisisi metode 

kualitatif, yaitu dilakukan dengan menguraikan secara bermutu dalam kalimat teratur, logis, 

dan efektif. Metode yang digunakan didalam teknik ini yaitu dengan cara menganalisa 

bahan hukum yang ada berdasarkan pada struktur, teori, peraturan perundang-undangan, 

pandangan para ahli atau pakar, dan pandangan pribadi penulis, kemudian menarik 

kesimpulan dari permasalahan inti penelitian ini.  

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan cara 

berpikir deduktif, yaitu suatu proses berpikir yang dimulai dari permasalahan yang bersifat 

umum, kemudian dirunut kepada permasalahan yang berifat khusus dan dibuatlah suatu 

pernyataan kesimpulan atasnya sesuai dengan pokok permasalahan. 
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